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ABSTRAK 
 

Klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta  Ker ja sangat menyita perhatian publik. Presiden Joko Widodo dan 
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani per nah bersepakat untuk menunda pembahasan   
materi   mengenai   klaster   ketenagakerjaan   agar   dibahas   di   akhir   persidangan   DPR. Konstelasi 
pen”olakan UU sedikit berubah setelah  pertemuan beberapa perwakilan serikat pekerja dan Panitia  Kerja  
(Panja)   Rancangan  UU  Cipta  Kerja  pada  Agustus  2020.    Dalam  pertem uan  itu,  serikat pekerja bersama  
perwakilan Panja RUU Cipta  Kerja menyepakati beberapa hal yang   rencananya akan diadopsi  dalam  
Daftar   Inventarisasi  Masalah  (DIM)  RUU  Cipta  Kerja.  Penelitian  ini  mengg unakan metode  metode  
yuridis  normatif  dan  deskriptif  anali”tik  yaitu  penel itian  yang  menekankan  pada  studi literatur dengan 
menggunakan bahan-bahan primer perundang-undangan, buku, literarur, internet atau sumber-sumber  
hukum  yang  masih  ada  kaitan nya  dengan  penelitian  ini,  kemudian  disajikan  dengan sistematis   yang   
menjelaskan   suatu   keadaan   hingga   dapat   ditarik   suatu   kesim”pulan   yang   relevan. Permasalahan  
Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  Berdasarkan  Und ang-Undang  No.  11  Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja  Klaster  Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 13 tah”un 2003 dimana UU Cipta  Kerja  
menghapuskan  ketentuan  batas  waktu  PKWT  yang  sebelumnya  diatur  dalam  Pasal  59 Undang-Und”ang 
No. 13 tahun 2003 dimana implikasi dari hilangnya ayat-ayat ini sangatlah serius. Selain menghilangkan    
jangka    waktu    maksimal    dan    batasan    perpanjangan,    ketentuan    baru    ini    juga menghilangkan  
kesempatan  pekerja  untuk  berubah  status dari pekerja  ko ntrak  menjadi  pekerja  tetap. Padahal,  posisi  
pekerja  dalam  status  kerja  kontrak  jauh  lebih  rawan  dibanding  deng an  pekerja  tetap. Dampak  
Pemberlakuan  Undang-Undang  No  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja  Terhadap  Hak  Asasi Manusia 
(HAM) Tenaga Kerja di Ind onesia Pasca Putu san Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yakni: 
Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan 
sifat  atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan 
yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam 
waktu yang tidak terla lu lama; c. pekerjaan yang bersifat musiman; d. pekerjaan yang berhubungan dengan 
produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; atau e. 
pekerjaan yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap. 
 
Kata kunci:  Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Putusan Mahkamah Konstitusi 
 

PENDAHULUAN 
 

Masa”lah  jum”lah  pengang”guran  yang  berg”erak 
naik   mendorong   pemerintah   untuk   menan”ggulangi 
pers”oalan   dengan    memb”entuk   Undang   -   unda”ng 
No”m”or 11 Tah”un 20”20 tentang Cip”ta Kerja (UU Cipta 
Kerja).   Men”urut  Ment”eri/Ke”pala  Badan  Peren”canaan 
dan   Pembangunan    Nas”ional   (Bappenas)    Suha”rso 
Monoarfa, saat ini jum”lah  penga”ngguran di Indonesia 
sudah   naik   seki”tar   3,7   juta   orang   aki”bat   pan”demi 
COVID-19.  Dengan tam”bahan terse”but, pote”nsi ju”mlah 
penga”nggur Ind”ones”ia bisa menj”adi 10,5”8 ju”ta orang. 
Pemerintah optim”istis  bahwa UU Cipta  Kerja nantinya 
akan mamp”u mening”katkan ikli”m inve”stasi di Indon”esia 
dan    membuat    banyak    perusahaan    mengalihkan 
investasinya ke Indonesia.  

Se”jak awal pemb”ahasan, kl”aster 
ketenagakerjaan dalam UU Ci”pta  Kerja sangat menyita 
perhatian  publik.  Pres”iden  Joko  Wid”odo  dan  Ket”ua 

Dewan   Perwakilan   Rak”yat   (DPR)    Pu”an   Maharani 
pern”ah bersepakat untuk men”unda pemb”ahasan materi 
mengenai kla”ster ketenag”akerjaan agar dibahas di ak”hir 
persidangan DPR Konstelasi    penolakan    U”U    sedi”kit    
be”rubah setelah     pertemuan    beb”erapa    perwa”kilan    
serikat pe”kerja dan Pan”itia Ke”rja (Panja)  Rancangan U”U 
Cip”ta Kerja   pada   Agustus   2020.    Dalam   perte”muan   
itu, seri””kat pek”erja bersa”ma  perwa”kilan Pan”ja RUU 
Cipta Ke”rja  menyep”a”kati  beberapa   hal  yang   
rencananya akan diad”opsi da”lam Da”ft”ar  Inven”ta”risasi 
Ma”s”alah (DI M) RU”U C”ipt”a Kerja. Kesepakatan ters”ebut, 
antara la”in,  agar materi ketenag”akerjaan    dala”m    R”UU    
Cip”ta     Kerja    tid”ak bertent”angan   den”gan   delapan   
put”usan    Mahka”mah Konst”itusi  (MK),  mengembalikan  
sanksi  pidana  dan sanksi administratif          terkait          
pela”nggaran keten”agakerjaan  ke  da”lam   RUU  Cipta   
Kerja  sesuai ke”te”ntuan  Undang-Unda”ng  Nomor  13  
Tahun  20”03 tent”ang  Ketenaga”kerjaan    (UU 
Ketenag”akerjaan), dan merumuskan  hub”ungan  
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ketenagakerjaan  yang  le”bih adaptif terha”dap 
perkem”bangan industri. 

Na”mun,   materi    ketena”gakerjaan   dal”am   draf 
R”UU  Cip”ta  Ke”rja  ya”ng  telah  disetujui  DPR  bersama 
Presiden   pa”da   5   Okto”ber   20”20   berb”eda   den”gan 
kesepakatan  DPR   dan  kelom”pok  bu”ruh.   Akib”atnya, 
serik”at-serik”at  buruh  dalam  jumlah  yang  le”bih  bes”ar 
sepakat   untuk   men”olak    RU”U   Cip”ta   Kerja   den”gan 
melaku”kan  mogok  kerja  nasional  dan  de”mons”trasi  di 
sejumlah daerah. Klas”ter ketenag”akerjaan yang diatur 
dal”am ba”b IV UU Cip”ta Ke”rja men”gubah em”pat Undang- 
Un”dang,  yaitu  UU  Ketenag”akerjaan,   Un”dang- Un”dang 
Nomor 40 Tah”un 2004 tentang Sistem Jamin”an Sosial 
Na”sional (U”U SJS”N),  Unda”ng-Undang Nom”or 24 Ta”hun 
2011 tent”ang  Ba”dan Penye”lenggara Jaminan Sosial (UU 
BPJS),  dan  Und”ang-Und”ang  Nomor  18  Ta”hun  2017 
tenta”ng  Perlindungan  Peke”rja  Migran  Indonesia  (U”U 
PPMI).  Beberapa mat”eri dalam UU Ci”pta Ke”rja dalam 
klaster  keten”agakerjaan  bermasalah  dan  menyisakan 
ban”yak pertanyaan.  Mat”eri ters”ebut ant”ara lain,  te”rkait 
tena”ga  ke”rja  as”ing,  Perjanjian  K”erja  Wa”ktu  Tertentu 
(PK”WT),     ali”h    daya    (outso”urcing),    wa”ktu    kerja, 
pengup”ahan, pemutusan hub”ungan kerja (PHK), se”rta 
jami”nan so”sial ketenagakerjaan dan pesangon. 

Ol”eh  kare”na  itu  pene”liti  melak”ukan  penelitian 
berkai”tan   den”gan   Implementasi   Perj”anjian   K”erja 
Wak”tu Tert”entu (PK”WT) Pas”ca Putusan Mahka”mah 
Konstitusi Repu”blik Indo”nesia. 

 
 

METODE PENELITIAN 
 

Disiplin ilmu hukum yang mempunyai ciri dalam 
menggunakan metode penelitian, termasuk dalam 
penelitian ini menggunakan metode yuridis 
normatif dan deskriptif analitik yaitu penelitian 
yang menekankan pada studi literatur dengan 
menggunakan bahan-bahan primer perundang-
undangan, buku, literarur, internet atau sumber-
sumber hukum yang masih ada kaitannya dengan 
penelitian ini, kemudian disajikan dengan 
sistematis yang menjelaskan suatu keadaan hingga 
dapat ditarik suatu kesimpulan yang relevan. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Permasalahan perjanjian kerja waktu  tertentu 
(PKWT) berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 
2020 tentang cipta  kerja klaster ketenagakerjaan 
dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. 

Salah  satu  hal  krusial  yang  diu”bah  dalam  UU 
Cip”ta   Ke”rja   Bab   Ketenagakerjaan   adalah   kete”ntuan 
terkait jangka waktu Perjanjian Kerja Wakt”u Terte”ntu 
(PK”WT).    UU  Cipta  Kerja  menghapus”kan  keten”tuan 
batas  waktu   PKWT  yang   sebelumnya  dia”tur  dala”m 
Pasal  59   Undang-Undang  Ketenagak”erjaanUnd”ang- 
Undang  Ketenagak”erjaan sebelu”mnya meng”atur dala”m 
Pasal 59 ayat (1) bahwa:  Perjanjian kerja untuk waktu 
tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu 

yang     menurut     jenis     dan     sifat     atau     kegiatan 
pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,  yaitu: 

a. Pekerjaan  yang  sekali  selesai  atau  yang  
sementara sifatnya;  

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya 
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan  paling  
lama  3  (tiga)  tahun;  

c. Pekerjaan   yang bersifat musiman; atau 
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan   produk   

baru,   kegiatan   baru,   atau   produk tambahan     
yang     masih     dalam     percobaan     atau 
penjajakan.1 

Pasal ini diu”bah dalam UU  Cipta Kerja menjadi: 
Perjan”jian  kerja  unt”uk  waktu  tertentu  hanya  d”apat 
dibu”at  untuk  pekerjaan  terten”tu  yang  menu”rut  jenis 
dan sifat at”au kegi”atan pekerjaan”nya ak”an selesai dalam 
waktu terten”tu,  yai”tu seba”gai berikut:  

a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang 
sementara sifatnya; 

b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya 
dalam waktu yang tidak terlalu lama;  

c. Pekerjaan yang bersifat musiman; 
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk 

baru, kegiatan   baru, atau   produk  tambahan   
yang  masih dalam  percobaan  atau  penjajakan;  
atau   

e. Pekerjaan yang jenis dan sifat atau  kegiatannya  
bersifat  tidak tetap.2 

Perubah”an pada huruf b yang mengh”ilangkan 
pembatasan   kategori   paling   lam”a   3   (tig”a)   ta”hun 
berk”orelasi dengan hilangnya ayat (4) dala”m Pasal 5”9 
yang  mengatur bahwa: Perjanjian ke”rja wak”tu tertentu 
yang  didasarkan  atas  jan”gka  wak”tu  tertentu  dapat 
diadakan un”tuk paling lama 2 (dua) tahun dan han”ya 
boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun. Lebih lanjut, UU Cipta Kerja 
juga menghapuskan ketentuan bahwa PKWT yang 
sudah melewati jangka waktu maksimal 2 tahun 
ditambah 1 tahun, secara hukum berubah menjadi 
perjanjian kerja waktu tidak tertentu‘.  
dan batasan perpanjangan, ketentuan baru ini juga 
menghilangkan   kesempatan   pekerja   untu”k   berubah. 
status dari pekerja kontrak   menjadi pekerja tetap. 
Padahal, posisi pekerja dalam status kerja kontrak jauh 
lebih rawan dibanding dengan pekerja tetap.3 
 

1Soleh,   Ahmad.,   “Masalah   
Ketenagakerjaan   dan Pengangguran    Di    
Indonesia.”    Jurnal    Ilmiah    Cano  Ekonomos, 
Vol. 6, No. 2: 1-13. 

2Fitri, W., & Hidayah, L, “Problematika 
Terkait Undang-undang Cipta Kerja di 
Indonesia: Suatu Kajian Perspektif 
Pembentukan Perundang-undangan”, Jurnal 
Komunitas Yustisia, Vol. 4, No. 2:  725–735. 

3Matompo, “Konsep Omnibus Law dan 
Permasalahan RUU Cipta Kerja”, Jurnal Rechstaat Nieuw, 
Vol. 5, No. 1: 22–29 
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Lantas,   bera”pa   jangka   waktu   PK”WT   yang 
seyogyanya han”ya diperbol”ehkan bagi peke”rjaan yang 
bersifat tidak tet”ap ini?  Rumusan pasal terk”ait PK”WT 
dala”m   UU   Cipt”a  Ke”rja  tidak  membe”rikan  kepastian 
huk”um tent”ang hal ini. Perubahan Pasal 56 dala”m UU 
Ci”pta Kerja pa”da ayat (3)  jus”tru menyeb”utkan bahwa 
Jangka   waktu   selesainya   suat”u   pekerjaan   terten”tu 
diten”tukan   berdasarkan   perjanjian   kerja.    Arti”nya, 
peran   neg”ara   menjadi   lem”ah   karena   ti”dak   dap”at 
mengintervensi  jang”ka  wak”tu  da”ri  PK”WT.  K etent”uan 
ini    sedari    awal     ban”yak    dikritik    karena    tidak 
memb”erikan  kepastian  hukum  bagi  pek”erja  deng”an 
statu”s kon”trak. Le”bih lagi, peru”bahan Pa”sal 56 dan Pa”sal 
59 U”U Cip”ta Kerja ma”sih digantungkan pada keten”tuan 
le”bih lanjut di dalam Pera”turan  Peme”rintah (lihat Pa”sal 
56 a”yat (4) dan  Pas”al 59 ayat (4) UU Cipta Ke”rja). Di 
sisi lain, ketentuan baru mengenai PKWT di UU Cipta 
Kerja      memuat      kewajiban      pengusaha      untuk 
memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh 
yang dipekerjakan secara kontrak, dalam hal perjanjian 
kerja waktu tertentu tersebut berakhir (lihat Pasal 61A 
ayat (1) dan (2) UU Cipta Kerja). Uang kompensasi ini 
diberikan sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di 
perusahaan     yang     bersangkutan.     Dilihat     sekilas, 
ketentuan ini ibarat angin segar yang menguntungkan 
bagi pekerja kontrak. Sayangnya, pengaturan ini masih 
sangat abu-abu dan digantungkan pada ketentuan lebih 
lanjut  di  Peraturan  Pemerintah  (lihat  Pasal  61A ayat 
(3)     UU     Cipta     Kerja), sehingga     masih     sulit 
membayangkan  pengaturan  dan  implementasinya  di 
lapangan.   Sebagaimana  diketahui,  selama  ini  banyak 
ketentuan ketenagakerjaan yang di atas kertas terlihat 
baik,  tetapi pelaksanaan di lapangan nol besar. Jangan 
sampai,   ketentuan  terkait  uang  kompensasi  ini  juga 
menjadi  pepesan  kosong  yang  memberikan  harapan 
palsu bagi pekerja kontrak.4 

 
Dampak Pembe rlakuan Unda ng-Undang No 11 
Tahun   2020   Tentang   Cipta   Kerja   Terhadap Hak   
Asasi   Manusia (HAM) Tenaga   Kerja   di Indonesia        
Pasca        Putusan        Mahkamah Konstitusi No. 
91/PUU-XIII/2020 Penegak  Hukum  maupun  
masyarakat. 
Undan”g-Undang     Nomor    11     Tahun    2020 Tent”ang  
Cipt”a  Ke”rja  meru”pakan  rumu”san  ke”bijakan yang      
men”urut       Pemerintah      bertujuan      untu”k 
kemaslaha”tan    perekonomian    bangsa    dan    Ne”gara. 
Perubahan   sekec”il   apapun   dala”m   Und”ang-Undang 
pa”sti  akan  mengakiba”tkan  dampak  b”aik  itu   dampak 
posit”if  maup”un  nega”tif  yang  tercermin  dari   Aparat 
Penegak  Huk”um  maup”un  masya”rakat selaku subjek 
hu”k”um.    
 

4Sjaiful, M, “Problematika Normatif Jaminan 

Hak- Hak Pekerja Dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja”, Jurnal Media 

Juris, Vol. 4, No 1: 37–60. 

Keb”ijakan  hu”      kum  sec”ara  fil”osofis  bert”uju”an untuk        
mewujudk”an        ketert”iban,         keam”an”an, keten”traman,   
keda”maian,   keseja”h”teraan,   kebe”n”aran dan  keadi”lan  
serta  tidak  menya”lahi  kaida”h  hak  as”asi manusia  
(H”AM).  Oleh  karena  itu,  norma-norma  yang tercan”tum     
dala”m     Und””ang-Und”an”g     Cip”ta     Kerja seh”arusnya    
merup”akan     perwu”judan    dari    tujuan tersebut.     
Huk”um    adalah    un”tuk    man”usia,    maka pe”lak”sanaan  
hu”kum  harus  mem”beri  man”faat  buk”an kere”s”ahan.    
Huk”u”m    dapat    mel”in”dungi    ha”k    dan kewa”jiban     
se”tiap     in”dividu     ken”yataan.       De”ngan perlind”ungan 
yang kok”oh ak”an terwuj”ud tuj”uan huk”um secara    
umu”m.    Un”da”ng-Undang    untuk    men”capai tujuan”nya   
harus   mem”iliki   tiga    mac”am   kekua”tan, sepe”rti yang 
disamp”aikan oleh Sudikno Mertoku”sumo, adalah    
yuridis,    sosiologis    dan    filos”ofis. Gu”stav Radbruch    
mengemukakan    bahwa    tuju”an    huk”um adalah 
keadilan, kepastian dan keman”faatan serta tidak 
men”yalahi kaid”ah hak asa”si manus”ia (HA”M) yang tel”ah 
ada.  Sedan”gkan keberlakuan huk”um menurut Bruggink 
adalah    keberla”kuan    factu”al/em”piris,     keberla”kuan 
norm”ative/formal dan kebe”rlakuan eval”uative.5      

Beri”kut   analisis   penulis   terha”dap   Undang- 
Und”ang  Ci”pta  Kerja  berdasarkan  teori  Kebe”rlakuan 
Huk”um Brugg”ink: a.  Keberl”akuan Em”piris atau fa”ktual 
Kebe”rlakuan kai”dah hukum secara fa”ctual atau e”mp”iris 
dap”at   dikat”akan   jika   para   aparat   pen”egak   huku”m 
menerapkan serta meneg”akkan h”ukum deng”an benar 
kemudian masyarakat yang akan diberlakukan hukum 
terseb”ut  dipan”dang  sec”ara  umu”m  mema”tuhi  kai”dah 
tersebut.   Fakta yang terj”adi masyarakat secara um”um 
banyak  menolak  adanya  Undang-Und”ang  No”mor  20 
Tahun  2020  Tent”ang  Ci”pta  Kerja  sejak  masih  dalam 
ben”tuk Rancan”gan Undang-Undang. Peno”lakan ters”ebut 
tercermin dari adanya protes dan demonstrasi dari 
berbagai   kalan”gan   baik   akade”misi,   prak”tisi,   tok”oh 
mas”yarakat, pek”erja dan masyarakat pada um”umnya. b. 
Keberlakuan    Norm”atif    atau    form”alKeberlakuan 
hu”kum     norm”atif     dalam     suatu     tata”nan     hukum 
mensyara”tkan      adan”ya     positi”vitas,      di      sam”ping 
efektivitas.   Sebagai”mana   Kels”en  menjelaskan  dal”am 
teo”ri huk”um murni bahwa hukum han”ya bis”a berlaku 
jika  di  abst”raksi  dari  ti”tik  ia  berdiri  (standput)  dari 
stru”ktur form”alnya serta  berlan”daskan kepada ka”idah 
huk”um   yang   lebi”h   tin”ggi.   Pros”edur   pembentukan 
Perun”dang-Undangan    merupakan    ran”tai    tinda”kan 
huk”um   (chain   of   legal   ac”ts)   un”tuk   mengh”asilkan 
Undang-Und”ang    seb”agai    tin”d”akan     Neg”ara    ya”ng 
dilak”ukan   de”ngan   cara   yang   sah   sesuai   dengan 
pros”edur yang telah di atur dal”am Und”ang-Unda”ng No 
12   Tahun   2011   Tentang   Pembentukan    Peraturan  
 
 

5Hastuti, Hesty, Laporan Akhir Tim 

Penelitian tentang Permasalahan Hukum Tenaga 

Kerja Asing di Indonesia, Jakarta: Badan 

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2012. 
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Perundang-undangan. Bahkan sebag”aimana 
disam”paikan   oleh   Prof   Susi   Dwi   Harij”anti   bahwa 
Pros”edur   merupakan   jantungnya   huk”um.   Pros”edur 
Pemben”tukan    Un”dang-Un”dang    merup”akan    proses 
yang memiliki  kore”lasi terhadap  Und”ang-Und”ang yang 
dihas”ilkan.  Proses pemb”entukan Und”ang-Und”ang yang 
buruk  sering”kali  menghasilkan  Und”ang-Und”ang  yang 
mengu”ntungkan     kepentin”gan     kelo”mpok     terte”ntu 
diba”nding   kepentingan   masya”rakat   sec”ara   kolek”tif. 
Faktanya banyak terjadi kesimpangsiuran na”skah  R”UU 
bahkan   set”elah    Und”ang-Und”ang   Nomor   20   Ta”hun 
2020  Tent”ang Ci”pta Kerja terse”but di sahkan. H”al ini 
tidak  sejalan  dengan  asas  keterbukaan  seba”gaimana 
Pasal 5  Undang-Un”dang No 12 Tah”un 2011 Tent”ang 
Pemben”tukan        Peraturan        Perun”dang-undangan 
Kem”udian terd”apat beberapa kesa”lahan yang kem”udian 
di   klaim   seb”agai   kesal”ahan   tek”nis.   c.   Keberlakuan 
Evaluatif;     Kai”dah   huk”um   dianggap    bernilai   jika 
didasarkan    pada    substansinya    mem”iliki    kek”uatan 
men”gikat  (verbindende  krac”ht)  atau  sifat  mewajib”kan 
(verplichtend  kracht).   Deng”an  demi”kian  seti”ap  orang 
berkewajiban  untuk  mem”atuhi  suatu  kaidah  hukum 
ya”ng  ia  pandang  bernilai  atau  sangat  penting  untuk 
perilaku  sosi”alnya  sehi”ngga  kai”dah  terseb”ut  tam”pak 
diterim”a oleh mas”yarakat serta menjun”jung tinggi nilai- 
nilai  hak  as”asi  man”usia  (HA”M).  Terdapat  beberapa 
Pasal  dalam  Un”dang-Un”dang  Nom”or  20  Tahun  2020 
Tent”ang        Ci”pta        Kerja        khusus”nya        Klu”ster 
Ketenagak”erjaan yang pe”rlu di kri”tisi dari sisi subs”tansi, 
diantaranya:  1)   Keten”tuan  tent”ang  Perjanjian  Kerja 
Wak”tu  Tertentu (PK”WT) Pasal 59 ayat 1b sebagaimana 
diat”ur dalam Und”ang-Und”ang Nomor 13 Tahun 20”03 
dihila”ngkan,  kem”udian  sebagaim”ana  keten”tuan  dalam 
PP   N”o   35   Ta”hun   20”21   tentang   PKWT-PHK   yang 
membat”asi   PK”WT   men”jadi   5   tahun   dengan   tan”pa 
aturan lebih lan”jut yang men”gatur periode perja”njian. 
sehin”gga  ketent”uan  batas”an  waktu  peke”rja  ko”ntrak 
paling  lama  2  tahun  dan  b”oleh  perp”anjang  sa”tu  kali 
men”jadi    hap”us   dan   kem”udian   membuka   pel”uang 
kon”trak tidak terbatas atau setidaknya le”bih lam”a dari 
aturan  sebelumnya.   Dampak  lebih  jauh,  ket”ika  pasal 
yang mengatur batasan kontrak diperpanjang maka 
ak”an   berpotensi   memperkecil   kes”empatan   pekerja 
menjadi    pekerja   te”tap    dan    mengaki”batkan    pasal 
men”genai     pesa”ngon     diperse”mpit.    2)     Keten”tuan 
mengen”ai Pe”mutusan Hu”bungan Kerja (PHK) menjadi 
lebi”h mudah den”gan ditambahkannya frasa Perjanjian 
ke”rja   berak”hir   apabila   seles”ainya   sua”tu   pekerjaan 
tert”entu      dal”am      Undang-Und”ang      Ci”pta      Kerja. 
Perusahaan     dapat     sewaktu-waktu     memutu”skan 
kont”rak kerja ke”tika pek”erjaan din”ilai sel”esai meskipun 
peke”rja ma”sih dalam ma”sa kerja sebag”aimana  tertuang 
dal”am  kont”rak  k”e”rja.  PP  No  35  Tahun  2021  tent”ang 
PK”WT-PHK    ju”ga    tidak    menje”laskan    lebih    lanjut 
menge”nai force majeure  sebagai alas”an  PHK. 3)  Pasal 
6”4,  65”         dan  67  yang  mengatur  ten”tang  syarat-syarat 
outsourching      dan      perlindungan       ba”gi      pekerja 
outs”ourching atau ali”h da”ya di ha”pus.    Ketent”uan yang 
tersisa    han”ya    mengenai    hubungan    ke”rja    yang 

did”asarkan   pada   perjanjian   kerj”a   tert”ulis.   Hal   i”ni 
mengindikas”ikan bahwa pra”ktek  outsourc”hing 
dib”ukaselu”as-luasnya  secara  b”ebas.  4)  Ketentuan  
meng”enai batas maks”imum lem”bur diperpan”jang 
men”jadi 4 jam dalam  seh”ari  dan  18  ja”m  dalam  
sem”inggu  dan  li”bur mingg”uan  hanya  1  hari  saja.   Hal  
ini  mengaki”batkan berk”urangnya h”ak istirahat pe”kerja. 
5) PP No 36 Tah”un 2021 tentang Pengupahan 
menyatakan menghapus upah minimum sektoral. 
Hal ini akan memunculkan ketida”kadilan  upa”h  
minim”um  antar  indus”tri  karena besa”ran  upah  
min”imum  dipa”tok  sama  un”tuk  seluruh sec”tor  industri  
baik  industri  besar  maupun  indu”stri kecil,     
ketidakadilan     ini     adal”ah     tindakan     yang 
memarjinalkan prinsip serta kai”dah hak asa”si manusia 
(HA”M)  para  p”ek”erja  dan  b”uruh.  6)  PP  No  37  Tah”un 
2”021   Ten”tang   Penyelen”ggaraan   Program   Jam”inan 
Kehi”langan   Pekerjaan   (JKP)   mengatur   mekanisme 
pend”anaan   yang   di   ambil   dari   reko”mposisi   iuran 
Jaminan Kecelak”aan Kerja (JK”K) dan Jaminan Kema”tian 
(JK”M)  mekanisme  pendanaan  ini  san”gat  tidak  efekt”if 
ka”rena   jika   suatu   saat   da”na   tidak   lagi   mam”pu 
m”em”bayar klaim berpo”tensi besar pese”rta akan dita”rik 
iuran.   7)   Banya”knya   aturan   turunan   yang   terc”atat 
kurang leb”ih 404 fras”a yang menyat”akan diatur dala”m 
peraturan       pemerintah       mem”berikan       dam”pak 
ke”khawatiran masyarakat karena Pera”turan pelak”sana 
just”ru  mempers”empit  rua”ng  ge”rak  pekerja  da”n  tidak 
berpihak  pada  kesejahteraan  pek”erja.    Seju”mlah  44 
peraturan  pelak”sana  yang  terdi”ri  dari  40  Perat”uran 
Pemerintah  dan  4  Pera”turan  Pre”siden  harus  terus 
dicerm”ati   untuk   kemudian   bisa   dijala”nkan   ses”uai 
dengan asas keadilan, kemanfaatan serta kepastian 
huk”um.6 

Keberlakuan      huk”um      akan      berpengaruh terhadap     
perli”ndungan     hukum     karena     terkait keku”asaan,  
pemerintah  dan  rakyat.  Dalam  kekuasaan ini ada du”a 
hal yang sel”alu men”jadi ba”nyak perhatian, ya”itu 
kekua”saan pemerintah dan kekua”saan ekon”omi. 
Perlindungan    huk”um    ya”ng    berhubungan    de”ngan 
keku”asaan   pemerintah   adalah   berupa  perlin”dungan 
huk”um    bagi    rakyat    (yang    dipe”rintah)    terhadap 
pemerintah   (yang  memerintah).  Dalam  perlindun”gan 
hukum yang berhubungan den”gan keku”asaan ek”onomi, 
perlindu”ngan hukum bagi si lem”ah ekon”omi terhadap si 
kuat  ekonominya.  Un”dang-Unda”ng  Nom”or  20  Ta”hun 
2020  Tentang  Ci”pta  Ke”rja  sarat  deng”an  kepen”tingan 
dan ju”ga berkaitan den”gan nas”ib hak penda”patan para 
pekerja    yang    dilind”ungi    oleh    Neg”ara    dan    jela”s 
term”aktub    dalam     Und”ang-Un”dang    Dasa”r    Ne”gara 
Republik Indon”esia 1945  Pasal 27 aya”t 2.  Pengu”saha 
dan  inves”tor  selaku  ‘The  Have’  mempunyai  banyak 
kepe”ntingan terkait regulasi yang  
 

6Darmawan, A, “Politik Hukum Omnibus Law 
Dalam Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia”, 
Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Vol. 1, No. 
1: 14–25 
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berla”ku di  Indones”ia untuk     mend”apatkan     keunt”ungan     
yang     sebesar- besa”rnya. 
Peke”rja sela”ku rak”yat yang menggantu”ngkan hidup   dari   
pengha”silan   juga   memil”iki   kepentingan untuk  
mendapatkan  hasil  keri”ngat  yang  sep”adan  dan 
kesejahteraan  hidup  keluarga  serta  jam”inan  hu”kum 
yang pasti dala”m setiap tenaga yang dikeluarkan untuk 
kepentingan perus”ahaan, perus”ahaan harusnya mampu 
menakar  dan  menimbang  keringat  serta  ten”aga  yang 
dik”eluarkan   oleh   pek”erja/buruh   agar   mendapatkan 
hak”nya  yang  setimpal  serta  diperlakukan  sec”ara  ad”il 
berda”sarkan n”ilai dan as”pek hak as”asi manu”sia (HA”M) 
yang ada.  Peran Pemeri”ntah selaku pengayom idealnya 
dapat  menjadi  penengah  yang  ad”il  den”gan  mem”buat 
kebij”akan-keb”ijakan hukum adil bagi kedua  pi”hak serta 
da”pat menjamin perlind”ungan hak Pekerja yang se”cara 
sosiologis   mem”iliki   pos”isi   lebih   le”mah   d”ari   para 
Pengu”saha dan In”vestor.7 

Permasalahan Perja”njian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT)  Berdas”arkan  Und”ang-Unda”ng  No.  11  Tahun 
2020 tentang Ci”pta Kerja Klas”ter Keten”agakerjaan dan 
Und”ang-Un”dang N”o. 13 tahun 20”03 dim”ana UU Ci”pta 
Kerja  menghapuskan  ketentuan  bata”s  waktu  PK”WT 
yang   sebelu”mnya   diatur   dal”am   Pas”al   59   Und”ang- 
Und”ang     No.     13     tahun     2003.     Unda”ng-Undang 
Ketenag”akerjaan sebelumnya mengat”ur dalam Pasal 59 
ayat (1) bah”wa: Perjanjian kerja un”tuk waktu tertentu 
hanya  da”pat  dibuat  untuk  pekerjaan  terten”tu  yang 
menurut  jen”is  dan  sif”at  atau  keg”iatan  pekerjaa”nnya 
akan sel”esai dalam wak”tu tertentu, yai”tu: a. pek”erjaan 
yan”g  sekali  selesai  atau  yang  sem”entara  sifatnya;  b. 
pekerj”aan  yang  diperkirakan  penyel”esaiannya  dalam 
wak”tu yang tidak terlalu lama dan pa”ling lama 3 (tiga) 
tah”un;  c.  pekerjaan  yang  bersifat  musiman;  atau  d. 
pe”kerjaan  yang  berhu”bungan  dengan  produk  ba”ru, 
kegiat”an   baru,   atau   produk   tamba”han   yang   mas”ih 
da”la”m  percobaan  atau  penjajakan.  Pasal  ini  diu”bah 
dala”m UU Cipta Kerja men”jadi: Perja”njian kerja unt”uk 
wak”tu  terten”tu  ha”nya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan 
terte”ntu  yang  menurut  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan 
pekerjaannya ak”an selesai dalam waktu terte”ntu, yaitu 
seb”agai  berikut:  a.  pekerjaan  yang  se”kali  selesai  atau 
yang     seme”ntara     sifatnya;     b.     peke”rjaan     yang 
diperkirakan penyelesaia”nnya dalam wa”ktu yang tidak 
terlalu  lama;  c.  pekerj”aan  yang  bersi”fat  m”usiman;  d. 
pekerj”aan  yang  berhubu”ngan  deng”an  prod”uk  ba”ru, 
kegiatan   baru,   atau   pro”duk   tam”bahan   yan”g   masih 
dala”m  percobaan  atau  penj”ajakan;  atau  e.  pekerjaan 
yan”g  jeni”s  dan  sifat  atau  kegiatannya  be”rsifat  tidak 
tetap.  Perubahan  pada  hu”ruf  b  yang  menghilangkan 
pem”batasan   kate”gori   pali”ng   lam”a   3   (ti”ga)   tahun 
berkorelasi dengan hilang”nya aya”t (4) dalam Pa”sal 59 
yang menga”tur bahwa: Perja”njian kerja waktu tertentu 
yang  didas”arkan   atas  jan”gka  waktu  tert”entu  dapat 
diadakan un”tuk paling lama 2 (dua) tahun 

 
7Indiarsoro, R, and Mj Saptemo. “Hukum 

Perburuhan)”, Administrative Law and Governance 
Journal, Vol. 2, No. 2:1-14 

dan hanyaboleh  diperpa”njang  1  (satu)  kali  unt”uk  
jan”gka  wak”tu paling la”ma 1 (satu) ta”hun. Le”bih lanjut, 
U”U Cip”ta K”erja juga   mengha”puskan   keten”tuan   b”ahwa   
PKWT   yang sudah   melewati   jan”gka   waktu   maks”imal   
2   tahun ditambah  1  tahun,  secara  huk”um  berubah  
menjadi perj”anjian kerja waktu tidak tert”entu 
(perja”njian kerja tet”ap). Implikasi dari hila”ngnya ayat-
ayat ini sangat”lah serius.  Selain  menghilangkan  jang”ka  
waktu  maksimal dan  bat”asan  perpanjangan,  ketentuan  
baru  ini  juga men”ghilangkan   kesemp”atan   peke”rja   
untuk   berub”ah status  dari  pek”erja  kontrak  menja”di  
peke”rja  tet”ap. Pa”dahal, pos”isi pek”erja dalam stat”us kerja 
kont”rak jauh l”ebih rawan diban”ding deng”an pek”erja 
te”tap.8 

Dampak Pembe”rlakuan Un”dang-Undang No 11 
Tahun  2020  Tentang  Ci”pta  Ke”rja  Terhad”ap  Tenaga 
Kerj”a di Indon”esia Pas”ca Putusan Mah”kamah Kon”stitusi 
No.    91/PUU-X”VIII/2020    dim”ana    Undang-Undang 
Nom”or 11 Tahun 2020 Tentang Ci”pta Kerja merupakan 
rumusan     kebijakan     ya”ng     me”nurut     Pemerintah 
bertu”juan  untuk  kemasla”hatan  perekon”omian  ban”gsa 
dan Ne”gara. Perubahan sek”ecil apa”pun da”lam Un”dang- 
Und”ang  pasti  akan  mengak”ibatkan  dampak  bai”k  itu 
dam”pak  positif  maupun  negatif  yang  tercermin  dari 
Aparat  Pene”gak  Hukum  maupun  masyarakat  selaku 
subyek   hukum.   Kebijak”an   huk”um   secara   filo”sofis 
bertuju”an  untuk  mewujudkan  ketertiban,  keamanan, 
kete”ntraman, kedamaian, kesej”ahteraan, kebe”naran dan 
kead”ilan.    Oleh    karena    itu,    norma-norma    ya”ng 
tercantum     dala”m     Unda”ng-Undang     Ci”pta     Ke”rja 
seha”rusnya    merupakan    perwu”judan    dari    tuj”uan 
tersebut.    Huk”um    adalah    untuk    manusia,    ma”ka 
pelaksanaan  huk”um  ha”rus  memberi  man”faat  bu”kan 
kere”sahan.    Hukum    dapat    melin”dungi    hak    dan 
kewajiban     seti”ap     individu     ken”yataan.     Dengan 
perlin”dungan yang kok”oh akan terwujud tu”juan huk”um 
secara    umum.    Undang-Und”ang    untuk    men”capai 
tujuan”nya harus memiliki tiga ma”cam kek”uatan, sep”erti 
yang disampaikan oleh Sudikno Mertokusumo, adalah 
yuridis,   sosiol”ogis   dan   filosofis.   Gust”av   Radbruch 
mengemukakan bahwa tujuan hukum adal”ah kea”dilan, 
kepa”stian  dan  kemanf”aatan.  Sedan”gkan  keberla”kuan 
huk”um     men”urut     Brug”gink     ada”lah     keberlakuan 
fak”tual/emp”iris,   keberl”akuan   norm”ative/form”al   dan 
keberlakuan evaluative.9  Ad”apun     dam”pak     
pem”berlakuan     Un”dang- Und”ang   No   11   Tahun   2020   
Ten”tang   Cipta   Ke”rja Terhadap  Ten”aga  Kerja  di  
Indon”esia  Pasca Putu”san Mahkamah  Kons”titusi   
 

8Indiarsoro, R, and Mj Saptemo. “Hukum 
Perburuhan (Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja 
Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)”, 
Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, No. 
2:1-14 

9Indiarsoro, R, and Mj Saptemo. “Hukum 
Perburuhan (Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja 
Dalam Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja)”, 
Administrative Law and Governance Journal, Vol. 2, No. 
2:1-14 
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No.  91/PU”U-XVIII/20”20  yang berbunyi   seb”agai   
berikut:   a)   Menyatakan   Undang- Und”ang  Nomor  11  
Ta”hun  2020  tentang  Cipt”a  Kerja (Le”mbaran  Neg”ara  
Repu”blik  Indonesia  Ta”hun  2020 Nomor  2”45,  
Tam”bahan  Lembaran  Negara  Republik Indones”ia  
Nomor  6573)  ma”sih  tetap  berlaku  sampai den”gan   
dilakukan   perbaikan   pembentukan   sesuai den”gan   
tengg”ang   wa”ktu   sebagaim”ana   ya”ng   tela”h dit”entukan    
dalam    putu”san    Ma”hkamah    Kon”stitusi tersebut;    b)    
Memerintahkan    kepada    pembe”ntuk unda”ng-undang  
u”nt”uk   melakuk”an   perbaikan   dal”am jangka waktu 
paling lama 2 (d”ua) tah”un s”ejak putus”an ini   diucapkan   
dan   apabila   da”lam   teng”gang   waktu tersebut   ti”dak   
dilak”u”kan   perba”ik”an   ma”ka   Un”dang- Undang  N”omor  
11  Tahun  20”20  ten”tang  Cipta  Kerja (Lemba”ran  Neg”ara  
Republ”ik  Indo”nesia  Ta”hun  20”20 Nomor  245,  
Tamb””ahan  Lembaran  Negara  Republik Indo”nes”ia   
Nom”or   6573)   menjadi    inkonstitusional sec”ara    
perm”anen;    c)    Menyatakan    apab”ila   dalam ten”ggang  
wak”tu  2  (d”ua)  tah”un  pemben”tuk  undang- unda”ng 
ti”dak d”apat menyelesaikan perb”aikan Un”dang- Undang  
Nom”or  11  Tahun  2020  tenta”ng  Cipta  Ke”rja (Lem”baran  
Negara  Re”publik  Ind”onesia  Tahun  2020 Nomor  245,  
Tamba”han  Lemba”ran  Nega”ra  Repub”lik Ind”onesia  
Nomor  65”73)  m”aka  und”ang-und”ang  a”tau pasal-pas”al  
atau  mate”ri  m”uatan  u”ndang-un”dang  yang tel”ah dicabut 
atau diubah oleh Und”ang-Unda”ng No”mor 11 Tahun 
2020 tent”ang Cipta Ke”rja (Lembaran Neg”ara Repub”lik     
Indonesia     Tahun     20”20     No”mor     2”4”5, Tambahan    
Lembaran    Neg”ara    Rep”ublik    Indon”esia Nomor    6573)    
dinyata”kan    berl”aku    kem”bali;    d) Menyatakan         
untuk         menangg”uhkan         segala tin”dakan/kebija”kan     
yang     bersifat     stra”tegis     d”an berdampak     lu”as,     sert”a     
tid”ak     dib”enarkan     pula menerbi”tkan peraturan 
pelaksana baru ya”ng berkait”an dengan   Un”dang-
Unda”ng   Nomor   11   Ta”hun   20”20 ten”tang   Ci”pta   Ke”rja   
(Lembaran   Negara   Republik Indone”sia    Tah”un    2020    
Nomor    245,    Tamb”ahan Lembaran Neg”ara Rep”ublik 
Indo”nesia No”mor 65”73).10 Mahka”mah      Konst”itusi      
dap”at      memahami perso”alan ob”esitas regulasi dan 
tum”pang tin”dih an”tar Un”dang-unda”ng    yang    menjadi    
ala”san    pemerintah mengg”unakan  metode  omn”ibus  
law  yang  bert”ujuan untuk    mengakselerasi    investasi    
d”an    memperl”uas lapangan ke”rja di  Ind”onesia. Na”mun 
dem”ikian, buk”an berarti de”mi mencapai tujuan tersebut 
kemudian dap”at meng”esampingkan tata c”ara atau 
ped”oman baku yang berlaku karena an”tara tujuan dan 
cara pad”a prinsip”nya tidak  dapat  dipisahkan  dalam  
mene”guhkan  prinsi”p negara  hukum  demok”ratis  yang  
konstitusional.  Ol”eh karena  telah  tern”yata  terbukti  
sec”ara  huk”um  adanya ketidakterpenuha”nnya  syarat-
syarat  tentang  tata  ca”ra dalam pembe”ntukan Unda”ng-
Undang Nomor 11 Ta”hun 2020  tentang  Cip”ta  Ke”rja,  
sementara  terda”pat  pula tujua”n  besar  yang  ingin  
dica”pai  dengan  berlak”unya Unda”ng-Unda”ng Nomor 11 
 

10Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
 

Tah”un 20”20 tentang Ci”pta Kerja   serta   telah   banyak   
dikelu”arkan   peraturan- pera”turan    pelaks”ana    dan    
bahk”an    telah    ba”nyak diim”plemen”tasikan     di     tataran     
praktik.     Deng”an demikian,  unt”uk  menghi”ndari  
ketidakpastian  hukum dan   dam”pak   leb”ih   be”sar   yang   
ditim”bulkan, maka berk”enaan    dengan    ha”l    ini,    
men”urut    Mahkam”ah Konstit”usi terhadap Undan”g-
Undan”g Nom”or 11 Ta”hun 2020     ten”tang     Cip”ta     Ke”rja     
haru”s     dinyatakan inkon”stitusional secara bersyarat.11 

Bah”wa  pili”han  Mahkamah  un”tuk  menentu”kan Unda”ng-
Un”dang Nomor 11 Tah”un 20”20 tentang Cip”ta Kerja    
dinyatakan    secara    inkons”titusional    secara bers”yarat   
terse”but,   dikaren”akan   Mahka”mah   harus 
menyei”mbangkan ant”ara  sya”rat pemben”tukan  sebuah 
undang-undang  yang  harus  dipen”uhi  sebag”ai  syarat 
formil    guna    mendapatkan    und”ang-und”ang    yan”g 
meme”nuhi un”sur kepastian  huk”um, kemanf”aatan  dan 
ke”adilan.Di samping itu juga harus mempertimbangkan 
tujuan  strate”gis  da”ri  dib”ent”uknya   UU   a  quo.   Ole”h 
kare”na   itu,   dalam   membe”rlakukan   Undang-Und”ang 
Nomor 11 Tah”un 2020 ten”tang Cip”ta Kerja yang t”elah 
dinya”takan       inkons”titusional       secara       bersyarat 
menimb”ulkan        konsekuensi        yuridis        terh”adap 
keberlakuan  Undang-Undang  Nomor  11  Tah”un  20”20 
tentang   Cipt”a   Kerja   a   quo,   sehing”ga   Ma”hkamah 
Kon”stitusi        memberikan        kesem”patan        kepada 
pemben”tuk     undang-undang     unt”uk     memp”erbaiki 
Undang-Undang Nomor 11 Tah”un 20”20 tenta”ng Ci”pta 
Ke”rja  berdasarkan  tata  cara  pembe”ntukan  und”ang- 
undang yang mem”enuhi cara dan metode ya”ng pa”sti, 
bak”u dan standar di dala”m memb”entuk un”dang-und”ang 
omnibus    law    yang    juga    harus    tund”uk    de”ngan 
keterpenuhan sya”rat asas-asas pembe”ntukan und”ang- 
undan”g yang te”lah ditentukan.12 
 

PENUTUP 
 

Permasalahan Perjanjian Kerja Wak”tu Terte”ntu 
(PK”WT)  Berdasarkan  Undang-Und”ang  No.  11  Tah”un 
2020 tentang Cipta Ke”rja Kla”ster Ketenaga”kerjaan dan 
Un”dang-Undang No”. 13 tahun 20”03 dimana U”U Ci”pta 
Ke”rja  menghapu”skan  kete”ntuan  batas  wak”tu  PK”WT 
yang   sebelumnya   diatur   dalam   Pas”al   59   Un”dang- 
Undang  No. 13 ta”hun 2003. Perubahan  pada  huru”f  b 
ya”ng menghilan”gkan pembatasan kate”gori paling lam”a 
3  (tiga)  ta”hun  berkore”lasi  denga”n  hilang”nya  ayat  (4) 
dalam Pas”al 59 yang men”gatur ba”hwa: Perja”njian k”erja 
waktu  terten”tu  ya”ng  didasarkan  atas  jangk”a  wak”tu 
tertentu  dap”at  diad”akan  un”tuk  pali”ng  la”ma  2  (d”ua) 
tahun dan ha”nya boleh dipe”rpanjang 1 (sa”tu) kali unt”uk 
jangka waktu paling lama 1 (sat”u) tahun. Lebih la”njut, 
UU Cipta Kerja jug”a menghapu”skan ketentu”an bahwa 
PK”WT yang su”dah mel”ewati jan”gka wakt”u maks”imal 2 
tahun   ditam”bah   1   tahun, 
 

11Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 

12Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
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se”cara   huku”m   berubah menjadi perjanjian kerja waktu 
tidak tertentu (perj”anjian kerja te”tap). Implikasi da”ri 
hilangn”ya ayat- ayat ini sangatlah serius. Selain 
meng”hilangkan jang”ka waktu maksimal dan batas”an 
perpanjang”an, keten”tuan baru ini ju”ga menghilangkan 
kesemp”atan pek”erja un”tuk berubah  status  dari  peke”rja  
kon”trak  menja”di pekerja. te”tap.   Padah”al,   p”osisi   
peke”rja   dalam   stat”us   kerja kontrak  jau”h  leb”ih  rawan  
dibanding  dengan  peke”rja teta”p. Dampak 
Pemberlakuan Un”dang-Un”dang No 11 Tahun 2020 
Tenta”ng Cipta Ke”rja Terhadap Hak As”asi Man”usia   
(HA”M)   Ten”aga   Kerja   di   Indonesia   Pasca Putu”san 
Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dim”ana 
rumusan kebij”akan yang men”urut Pemerintah 
bertu”juan  untuk  kemaslahatan  perekon”omian  bangsa 
dan  Neg”ara  yang  terma”ktub  dalam  Undang-Undang 
Nom”or 11 Tahun 2020 Tentang Cip”ta Kerja. Perubahan 
sekecil   apap”un   dalam   Und”ang-Und”ang   pas”ti   ak”an 
mengak”ibatkan  dampak  posi”tif  maupun  neg”atif  yang 
tercermin    dari    apa”rat    pen”egak    huk”um    maupun 
masyarakat  selaku  sub”yek  huk”um.  Kebijakan  hu”kum 
seca”ra     filos”ofis     bert”ujuan     untuk     mewuj”udkan 
kete”rtiban,     keama”nan,     ketentraman,     kedamaian, 
kese”jahteraan, keben”aran dan keadilan. Oleh karena itu, 
norma-norma yang terca”ntum dalam Undang-Undang 
Ci”pta  Kerja  seharusnya  merup”akan  perwujudan  dari 
tuju”an tersebut dan ti”dak men”yalahi kaidah Ha”k As”asi 
Man”usia (HA”M) ba”gi pek”erja/bu”ruh. Adapun dampak 
yang      diakib”atkan      ba”gi      pekerja/buruh      kare”na 
perub”a”han   Pasal   dala”m   UU   Ci”pta   Kerja   me”njadi: 
Perjan”jian  kerja  un”tuk  wak”tu  tert”entu  han”ya  dapat 
dib”uat  untuk  pekerjaan  tertentu  yang  menu”rut  je”nis 
dan sif”at atau kegiatan pekerjaannya akan sel”esai dalam 
wak”tu tertentu, yaitu sebagai berikut: a. pekerjaan yang 
sekali selesai atau yang sementara sifat”nya; b. pekerjaan 
yang diperkirakan penyelesai”annya dalam wak”tu yang 
tid”ak terl”alu lama; c. peke”rjaan yang bersifat musi”man. d.  
pekerjaan  yang  berhub”ungan  dengan  prod”uk baru, 
keg”iatan   baru,   atau   produk   tambahan   ya”ng   mas”ih 
dalam  percob”aan  atau  penjaja”kan;  atau  e.  pekerjaan 
yang  je”nis  dan  sifat  atau  kegiatan”nya  bersifat  tida”k 
tet”ap. 
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